
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 112/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020

T E N T A N G

JUMLAH PENAYANGAN DAN DURASI IKLAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu

menetapkan jumlah penayangan dan durasi iklan

kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum

Kota Mataram;

https://jdih.kpu.go.id/ntb/mataram/

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

tentang Jumlah Penayangan dan Durasi Iklan

Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Mataram Tahun 2020.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Negara Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor

6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor

6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1067);

https://jdih.kpu.go.id/ntb/mataram/



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020

Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Tahun 2020 Nomor 615).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10

https://jdih.kpu.go.id/ntb/mataram/



Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

MATARAM TENTANG JUMLAH PENAYANGAN DAN

DURASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan dan Durasi Iklan

Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Mataram Tahun 2020 untuk setiap pasangan calon

sebagai berikut:

a. Iklan Kampanye di stasiun televisi lokal berjumlah 10

(sepuluh) spot berdurasi 30 (tiga puluh) detik setiap

hari selama masa penayangan;

b. Iklan Kampanye di stasiun radio lokal berjumlah 10

(sepuluh) spot berdurasi 60 (enam puluh) detik setiap

hari selama masa penayangan; dan

c. Iklan media cetak berjumlah 1 (satu) halaman setiap

hari selama masa penayangan.

KEDUA : Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU dimulai pada tanggal 22 November 2020

sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

KETIGA : Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan

Calon dan/atau Tim Kampanye masing-masing Pasangan

Calon.

KEEMPAT : Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Diktum KETIGA diserahkan kepada KPU Kota Mataram

paling lambat pada tanggal 8 November 2020.

https://jdih.kpu.go.id/ntb/mataram/



KELIMA : Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEEMPAT dapat terdiri dari:

a. tulisan;

b. suara;

c. gambar;

d. tulisan dan gambar; dan/atau

e. suara dan gambar,

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak

interaktif, dapat diterima melalui perangkat penerima

pesan, tidak mencantumkan foto atau nama Presiden dan

Wakil Presiden Republik Indonesia, serta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika

periklanan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

https://jdih.kpu.go.id/ntb/mataram/




